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Abstract : In this study the authors examined consumer protection against business actor defaults. This is 
motivated by the reality that occurs in society that there are several business actors who do things that harm 
consumers. Consumer rights are often ignored by business actors, in other words, business actors have not 
fulfilled their obligations to consumers properly. Consumers who feel aggrieved by business actors can submit a 
lawsuit to BPSK, but often consumers cannot accept the judge's decision so they proceed to the appeal level, 
namely at the District Court. From this background, the authors formulate several problems, namely what are the 
legal rules regarding consumer dispute resolution and what are the responsibilities of business actors towards 
consumers. This research is a type of field research that is descriptive in nature. In this study, 2 (two) data sources 
were used, namely primary data, which was data obtained directly from respondents through field interviews or 
research locations, and the second was secondary data, namely data obtained or collected through some literature 
or literature studies. There are 2 (two) data collection methods used in this study, namely observation and 
interviews. The results of this study indicate that consumer protection at BPSK is in accordance with the 
provisions of Law number 8 of 1999 concerning consumer protection, while the district court is less objective in 
resolving consumer disputes. The responsibility of business actors in default can be carried out by 
continuing/canceling the agreement and compensating for losses incurred as a result of the default. 
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Abstrak : Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku 
usaha. Hal ini dilatar belakangi pada realita yang terjadi ditengah masyarakat bahwa terdapat beberapa pelaku 
usaha yang melakukan hal merugikan konsumen. Hak-hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha, dengan 
kata lain, pelaku usaha belum melakukan kewajibannya kepada konsumen dengan baik. Konsumen yang merasa 
dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan ke BPSK, tapi seringkali konsumen belum bisa menerima 
putusan hakim sehingga melanjutkannya ke tingkat banding yaitu di Pengadilan Negeri. Dari latar belakang 
tersebut maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu bagaimanakah aturan hukum tentang penyelesaian 
sengketa konsumen dan bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data 
yaitu data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara di lapangan atau 
lokasi penelitian dan yang kedua adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui 
beberapa literatur atau studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 
(dua) yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada 
BPSK berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
sedangkan pada pengadilan negeri kurang objektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tanggung jawab 
pelaku usaha wanprestasi dapat dilakukan dengan melanjutkan/membatalkan perjanjian dan mengganti kerugian 
yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut. 
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PENDAHULUAN 

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang 

sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar 

konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan 

konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen 

merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang 

monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen.  

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat 

dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat 

dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian 

yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-

masing pihak puas, karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa 

sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima barang 

atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah melakukan 

wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.  

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi 

syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang 

lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya. Karena persyaratan 

tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena 

persyaratanpersyaratan tersebut telah dituangkan kedalam suatu perjanjian baku. Perjanjian 

yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis 

yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efesiensi.1  

Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi diluar hubungan perjanjian, yaitu 

jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa 

yang mengakibatkan kerugian konsumen, baik itu karena rusak atau musnahnya barang itu 

sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Selain 

disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami 

konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-

barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian 

finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen 

sendiri. Kemungkinan kerugian konsumen tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-

barang/jasa yang beredar dalam masyarakat tidak menggunakan merek secara teratur, terutam 

                                                             
1 Peter Mahmud Marzuki, Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya, 2013, h. 8. 



 
 

e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 358-369 

jika terjadi pemalsuan-pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan suatu merek 

dipergunakan pada beberapa barang sejenis, namun dengan kualitas berbeda, sehingga diantara 

barang-barang tersebut ada yang mungkin akan merugikan konsumen yang kurang kritis. 

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya 

konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan.  

Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-

asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 

nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dirumuskan sebagai berikut 

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai 

dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai 

kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen. 

 Menurut Setiawan: “Perlindungan konsumen mempunyai 2 (dua) aspek yang bermuara 

pada praktik perdagangan yang tidak jujur (unfair trade practices) dan masalah keterikatan pada 

syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian”.2  

Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha tersebut harus ditingkatkan, 

dengan demikian hak-hak konsumen akan mudah terpenuhi, karena kewajiban pelaku usaha 

merupakan hak bagi konsumen. Namun pada kenyataannya, hak-hak konsumen sering 

diabaikan oleh pelaku usaha, dengan kata lain, pelaku usaha belum melakukan kewajibannya 

kepada konsumen dengan baik.  

Selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen pelaku usaha 

atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen. Oleh karena itu, konsumen 

harus mendapat penggantian atas kerugian karena mengkonsumsi produk yang diedarkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Peneliti menggunakan Penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan 

menggunakan data primer mengenai perlindungan konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku 

Usaha. 

 

  

                                                             
2 Informasi Media, Pengertian Perlindungan Konsumen diakses dari: 
http://belajarhukumperdata.blogspot.co.id/2014/07/perlindungan-konsumen.html, pada tanggal 14 juli 2023, 
pukul 22.00 WITA 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen 

1. Melanjutkan/membatalkan Perjanjian  

Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan wajib 

menaggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa 

indonesia adalah berkewajiban menanggung,memikul, menanggung segala sesuatunya, 

dan menanggung akibatnya.3 Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah 

laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab 

juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadarankan kewajiban.4 Tanggung jawab itu 

bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di 

bebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang 

harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah 

ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat 

baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan 

pengadilan atau pengorbanan.5 

Teori hukum Hans kelsen Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban 

hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang 

bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu 

sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/ berlawanan hukum. Sanksi dikenakan 

karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab6. Tanggung 

jawab pada perjanjian dapat berupa membatalkan/melanjutkan perjanjian dan ganti 

kerugian. 

Pengertian pembatalan di sini bukanlah pembatalan karena tidak memenuhi syarat 

subyektif dalam perjanjian, tetapi karena debitur telah melakukan wanprestasi. Jadi, 

pembatalan yang dimaksudkan adalah pembatalan sebagai salah satu kemungkinan yang 

dapat dituntut kreditur terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi7. Selain dapat 

mengajukan tuntutan pembatalan, kreditur dapat pula mengajukan tuntutan yang lain yaitu 

pembatalan perjanjian dan ganti kerugian, ganti kerugian saja, pemenuhan perikatan atau 

pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. Namun, perlu juga dikemukakan di sini bahwa 

                                                             
3 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka 2010, h 165 
4 Bagus Arif Andrian Manusia dan Tanggungjawab, Jakarta : Sinar Grafika 2011 
5 Ibid., 
6 Hans kelsen diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien Teori Hans Kelsen Mengenai Pertanggungjawaban, 
Bandung : Penerbit Nusa Media 2013 h 141 
7 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2011 
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sementara ahli ada yang menyebut dengan istilah pemutusan perjanjian untuk maksud 

yang sama dengan pembatalan perjanjian8. 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang 

bertimbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal 

yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan 

kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak 

dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan 

dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, 

memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu 

mana, namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.  

 Perumusan Pasal 1266 BW di atas ini ternyata mengandung berbagai macam 

kontradiktif dan menimbulkan kesan sedemikian rupa, seakan-akan perjanjian batal 

dengan sendirinya kniena hukum begitu debitur melakukan wanprestasi, padahal 

pembatalan perjanjian tersebut harus dimintakan hakim. Selain itu, juga menimbulkan 

kesan seakan akan debitur juga berhak menuntut pembatalan perjanjian, padahal menurut 

Pasal 1266 BW itu yang berhak menuntut pembatalan perjanjian hanyalah kreditur. 

2. Ganti Kerugian  

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, 

terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada 

wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar 

hukum9 . Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih 

dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. 

Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan 

tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi10.  

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak 

dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau 

kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa11: 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;  

2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;  

                                                             
8 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2011 
9 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta : PT. Rajagrafindo 
Persada, 2013, h 72 
10 ibid 
11 Purwahid Patrik, Dasar-dasar hukum perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-
undang), Bandung : Mandar Maju, 2014, h 11 
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3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya Terjadinya wanprestasi pihak debitur 

dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak mengenakkan bagi debitur karena 

debitur harus12 

a. Mengganti kerugian; 

b. Benda yang menjadi objek perikatan sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung 

gugat debitur; 

c. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta 

pembatalan (pemutusan) perjanjian. Sedangkan untuk menghindari terjadinya 

kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut 

salah satu dari lima kemungkinan13 : 

1) Pembatalan (pemutusan) perjanjian;  

2) Pemenuhan perjanjian;  

3) Pembayaran ganti kerugian;  

4) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;  

5) Pemenuhan perjanjain disertai ganti kerugian.  

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi kewajiban untuk 

membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian, 

yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara suka rela tunduk 

berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menuntut 

apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar 

melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti 

kerugian yang harus dibayar.  

Disamping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, 

ketentuan ganti kerugian yang bersumber dari hukum pelengkap juga harus mendapat 

perhatian, seperti ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan 

lainnya. Ketentuan-ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika para pihak menjanjikan 

lain14.  

Dengan mengkaji pasal demi pasal dalam UUPK, tampak bahwa beberapa 

ketentuan yang tertera dalam UU tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis, walaupun 

                                                             
12 ibid 
13 Purwahid Patrik, op.cit., h 12 
14 J.M. Van dunne dan Van der burght, Perbuatan melawan hukum, Terjemahan KPH Hasporo Jayaningprang, 
Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum perdata, Ujungpandang, 2018, h 1-2 
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dengan redaksi yang berbeda akan tetapi substansi dan tujuannya adalah sama yaitu untuk 

melindungi konsumen. Hal ini dapat terlihat dari aturan-aturan mengenai keharusan 

beritikad baik dalam melakukan usaha (pasal 7 huruf a ), jujur (pasal 7 huruf b), jujur 

dalam takaran atau timbangan (pasal 8 ayat (1), huruf a, b, c, d, e), menjual barang yang 

baik mutunya (pasal 8 ayat (2, 3, 4)), larangan menyembunyikan barang yang cacat (pasal 

8) dan lain sebagainya. 19 Itikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu 

sendiri. Itikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha15.  

Dengan itikad baik pelaku usaha tidak akan melakukan usaha yang merugikan 

pihak lain. Dalam Islam itikad baik diwujudkan dalam dua bentuk yaitu itikad baik  

menuntut seseorang berbuat baik kepada orang lain, dan menuntut agar tidak berbuat jahat/ 

merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an : an nisa 29 

   “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”16 

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 

transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah 

yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam 

ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, 

menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang 

batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap 

harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan 

dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun 

saling membunuh.  

     Konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis untuk mendapat keuntungan sebesar-

besarnya. Perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang 

yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta 

dapat diterapkan secara efektif. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini 

mengacu pada filosofi pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional termasuk 

pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam 

rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah 

                                                             
15 Neni Sri Imaniyati ,Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan, Bandung : Mandar Maju, 
2020, h. 177. 
16 Kementrian agama RI. Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid. Jawa Barat. Sygma creative media corp. 2014, h. 60 
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kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara 

Undang-undang Dasar 1945.  

       Penyusunan UU No 8 Tahun 1999 dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk 

meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan meningkatkan kesadaran, 

pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.  

       Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan perangkat peraturan 

perundangundangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Berdasarkan 

pasal 1365 KUHPer : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian 

bagi orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, 

mengganti kerugian.” Pasal ini memberi perlindungan kepada seseorang terhadap 

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) orang lain. 

Unsur penting dalam pasal ini ialah perbuatan melawan hukum yang pada zaman 

dulu ditafsirkan secara sempit, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan UU atau 

Peraturan Perundangan. Tetapi kemudian H.M.N. Purwosutjipto memberikan tafsiran 

lebih luas yakni perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar17 

a. Hukum atau Peraturan Perundangan. 

b. Hak orang lain. 

c. Wajib hukumnya sendiri (si pembuat). 

d. Keadilan dan kesusilaan 

e. Kepatutan yang layak diindahkan dalam pergaulan masyarakat, terhadap orang atau 

barang.  

Berdasarkan KUHPer tersebut kedudukan konsumen sangat lemah dibanding 

produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen 

adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung 

jawab produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pula 

para produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkan, 

para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang.  

Demikian juga bila kesadaran para produsen terhadap hukum tentang tanggung 

jawab produsen tidak ada, dikhawatirkan akan berakibat tidak baik terhadap 

                                                             
17 1 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok HukumDagang Indonesia Pengetahuan Dasar HukumDagang, 
Jakarta : Djambatan, 2013, h. 135-136 
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perkembangan dunia industri nasional maupun terhadap daya saing produk nasional di luar 

negeri. Namun demikian, dengan memberlakukan prinsip tanggung jawab mutlak dalam 

hukum tentang product liability tidak berarti pihak produsen tidak mendapat perlindungan, 

pihak produsen masih diberi kesempatan untuk membebaskan dari tanggung jawabnya 

dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam undang-undang.  

Dengan penerapan tanggung jawab mutlak produk ini, pelaku usaha pembuat 

produk atau yang dipersamakan dengannya, dianggap bersalah atas terjadinya kerugian 

pada konsumen pemakai produk itu, kecuali apabila ia dapat membuktikan keadaan 

sebaiknya, yaitu bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. 

Tanggung jawab produk, tanpa kesalahan, merupakan doktrin hukum yang masih baru dan 

merupakan perluasan dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum 18 . Kriteria 

perbuatan melawan hukum adalah19 :  

1. Pelanggaran hak-hak. Hukum mengakui hak-hak tertentu baik mengenai hak-hak 

pribadi maupun hak-hak kebendaan dan akan melindunginya dengan memaksa pihak 

yang melanggar itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya.  

2. Unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pada kesalahan perdata memerlukan unsur 

kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan pelanggaran. 

3. Kerugian yang diderita oleh penggugat. Suatu unsur yang esensial dari kebanyakan 

kesalahan perdata adalah bahwa penggugat harus  

4. Sudah menderita kerugian fisik atau finansial sebagai akibat dari perbuatan tergugat. 

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila 

dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang 

menimbulkan kerugian itu. Dengan kualifikasi gugatan wanprestasi atau perbuatan 

melawan hukum. Karena kerugian yang dialami konsumen, tidak lain karena tidak 

dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. 

 Penuntutan karena wanprestasi dan karena onrechtmatige daad (perbuatan 

melawan hukum) pelaksanaannya berbeda yakni20 

1. Dalam aksi karena onrechtmatige da ad maka si penuntut harus membuktikan semua 

unsur-unsur yakni antara lain bahwa ia harus membuktikan adanya kesalahan pada si 

pelaku. Dalam aksi karena wanpresptasi maka si penuntut umum menunjukkan 

                                                             
18 A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, h, 243. 
19 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung : Penerbit Alumni, 2016, h. 199- 200 
20 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat untuk Kerugian yang Disebabkan 
Karena Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradanya Paramita, 2019, h. 34-35. 
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adanya wanprestasi, sedang pembuktian bahwa tentang tidak adanya wanprestasi 

dibebankan pada si pelaku.  

2. Tuntutan pengembalian pada keadaan semula hanyalah dapat dilakukan bilamana 

terjadi tuntutan karena onrechtmatige daad, sedang dalam tuntutan wanprestasi tidak 

dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula. 

3. Bilamana terdapat beberapa debitur yang bertanggung gugat, maka dalam hal terjadi 

tuntutan ganti kerugian karena onrechtmatige daad, masingmasing debitur tersebut 

bertanggung gugat untuk keseluruhan ganti kerugian tersebut. Kalau tuntutannya 

didasarkan pada wanprestasi maka penghukuman masing-masing untuk 

keseluruhannya hanyalah mungkin bilamana sifat tanggung rentengnya dicantumkan 

dalam kontraknya atau bilamana prestasinya tidak dapat dibagi-bagi. Dengan 

kualifikasi gugatan ini, konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-

unsur21 : 

a. Adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan barulah merupakan perbuatan 

melawan hukum apabila : bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan 

dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, 

bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan 

masyarakat mengenai orang lain atau barang.  

b. Adanya kesalahan/ kelalaian pengusaha/ perusahaan. Dikatakan ada kelalaian 

apabila timbulnya kerugian bagi seseorang atau barang milik orang lain 

disebabkan karena kurang hati-hatinya melakukan suatu perbuatan, atau 

mengurus sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh hukum. Untuk berhasilnya 

suatu gugatan berdasarkan kelalaian, penggugat harus membuktikan tiga unsur 

penting yaitu : pertama, bahwa tergugat dibebankan kewajiban berhati-hati dalam 

melakukan kewajiban hukumnya, kedua,  

c. kewajiban hukum itu dilanggar, ketiga, bahwa akibat pelanggaran itu timbul 

kerugian.  

d. Adanya kerugian yang dialami konsumen. Penggugat harus membuktikan bahwa 

ia menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban berhati-hati oleh 

tergugat. Dalam kerugian itu dapat termasuk kerugian terhadap harta benda, 

kerugian pribadi dan dalam beberapa hal kerugian uang.  

                                                             
21 Ibid., h 35 
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e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian 

yang dialami konsumen. Apabila tanggung jawab dalam kesalahan perdata 

tergantung pada kerugian, penggugat harus membuktikan bahwa kerugiannya 

secara sah disebabkan oleh perbuatan tergugat.  

Konsekuensinya, jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur 

kesalahan, maka gugatan ganti rugi penggugat akan dikabulkan dalam hal memiliki alasan 

yang sah menurut hukum.22 Dalam hal yang demikian, selama pelaku usaha tidak dapat 

membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang terletak pada 

pihaknya, maka demi hukum pelaku usaha bertanggung jawab dan wajib mengganti 

kerugian yang diderita tersebut.23 Jika pelaku usaha menolak dan/ atau tidak memberi 

tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen maka menurut 

pasal 23 UUPK dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.24 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pembahasan pokok permasalahan yanga ada dalam kasus 

kedudukan huhum terhadap tanah yang sudah dihibahkan dan sudah ada akta hibah kemmudian 

dijual kembali oleh pemberi hibah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Aturan hukum tentang penyelesaian sengketa konsumen sudah memberikan perlindungan 

hukum terhadap konsumen melalui BPSK dan Pengadilan Negeri. BPSK dijadikan 

pertimbangan oleh hakim pengadilan Negeri. Namun putusan BPSK tersebut tidak 

dijadikan dasar pertimbangan hakim.  

2. Tanggung jawab terhadap konsumen jika wanprestasi dapat dilakukan dengan 

melanjutkan/membatalkan perjanjian dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat 

wanprestasi tersebut. 

 

  

                                                             
22 Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek PenegakanHukum, 
Bandung : Citra Aditya Bakti, 2103, h.75. 
23 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2010, h. 69 
24 Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Jakarta : Djambatan, 2010, h. 223- 224. 
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